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TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT KARYA
RAHAYU MAKMUR

Ni Putu Rahayu Septiani
2115613062
(Program Studi Diploma Il Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Tax review mengacu pada kegiatan menelaah untuk seluruh kewajiban perpajakan
pada perusahaan serta mempridiksi potensi pajak yang timbul mengacu pada
peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini mengetahui
implementasi tax review sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan pada PT.
KRM tahun 2023. PT KRM merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang
konsultan jasa pariwisata yang berlokasi di Bali. Penelitian ini menggunakan data
sekunder berupa laporan keuangan serta menerapkan pendekatan kuantitatif. Data
yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif komperatif
dengan pendeskripsian pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan
perusahaan kemudian disandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku
sebagai dasar penilaian kepatuhan wajib pajak. Tax review yang dilakukan PT
KRM mencangkup review PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2.
Hasil penelitian menunjukan kondisi kepatuhan pajak PT KRM masih tergolong
kurang patuh (under comply), dengan mengacu pada PMK No. 39/PMK.03/2018,
kewajiban kontijensi timbul dari inkonsistensi pajak yang dilaporkan dan
keterlambatan penyetoran pajak yang dilihat dari hasil tax review. PT KRM hanya
melaksanakan kewajiban material dan melakukan kesalahan dalam penerapan
kewajiban formal. Namun dalam perhitungan pajak yang dilakukan PT KRM telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil tax review dapat
dijadikan evaluasi kewajiban PT KRM pada tahun selanjutnya.

Kata Kunci: tax review, kepatuhan pajak, corporate tax.
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TAX REVIEW OF CORPORATE INCOME TAX ON PT KARYA RAHAYU
MAKMUR

Ni Putu Rahayu Septiani
2115613062
(Program Studi Diploma Il Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax review refers to the activity of reviewing all tax obligations in the company and
predicting potential taxes that arise referring to applicable tax regulations. The
purpose of this study is to determine the implementation of tax review as a basis for
evaluating tax obligations at PT KRM in 2023. PT KRM is a regional company
engaged in tourism service consulting located in Bali. This research uses secondary
data in the form of financial statements and applies a qualitative approach. The
data collected is analysed with descriptive comparative data analysis techniques by
describing the fulfillment of tax obligations carried out by the company and then
juxtaposed with applicable tax regulations as a basis for assessing taxpayer
compliance. Tax review conducted by PT KRM includes a review of Income Tax
Article 21, Income Tax Article 23, and Income Tax Article 4 paragraph 2. The
results showed that the condition of PT KRM's tax compliance is still classified as
under comply, with reference to PMK No. 39 / PMK.03 /2018, contingent liabilities
arise from inconsistencies in reported taxes and delays in tax deposits seen from
the results of the tax review. PT KRM only implemented material obligations and
made mistakes in the implementation of formal obligations. However, the tax
calculation carried out by PT KRM has been carried out in accordance with
applicable regulations. The results of the tax review can be used as an evaluation
of PT KRM's obligations in the following year.

Keywords: tax review, tax compliance, corporate tax
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan
sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya, dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi hal tersebut
didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmayasa et al., 2016).
Pendapatan negara dapat berasal dari beberapa sektor, yang diantaranya sektor
internal dan eksternal. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang
berasal dari sektor internal. Masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai
pajak dan metode perhitungannya agar dapat menghindari kesalahan dan
penyimpangan dalam proses serta pembayaran pajak. Oleh karena itu, DPR
mengeluarkan regulasi dalam bentuk undang- undang perpajakan. Undang -
undang tersebut mencangkup ketentuan terkait pajak, yang dimana melibatkan
aspek-aspek seperti subjek dan objek pajak, serta perhitungan pajak (Fuad,
2019; Kuncoro, 2021; Putra et al., 2019).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak
yang memperoleh penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang
atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Regulasi yang

digunakan untuk mengatur tingkat besarnya tarif pajak dijelaskan dalam



Undang — Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 tentang perubahan
keempat atas Undang — Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Sejak pelaksanaan reformasi perpajakan pada tahun 1983, mekanisme
pemungutan pajak di indonesia mengalami perubahan yang dimana dari sistem
official assesment berubah menjadi self assessment. Self Assessment merupakan
metode pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada Wajib
Pajaknya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban
pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak
(WP) merujuk kepada orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban dalam
membayar dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan. Hal
tersebut membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dari penerimaan pajak
sangat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan dan
menyadari kewajiban perpajakannya hal ini didukung dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Darmayasa dan Hardika, 2024).

Self assessment memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memenubhi
tanggung jawab perpajakan. Penerpan sistem self assessment bertujuan untuk
merubah sikap, pola pikir serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
kewajiban membayar pajak secara sukarela. Sebagai manifestasi dari upaya
pengawasan dan bimbingan terhadap penerapan self assessment sistem,
dilakukan pemeriksaan pajak secara berkala dan berkelanjutan dari waktu ke
waktu. Wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur dalam
Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir direvisi dengan Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak
memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan guna untuk memeriksa kewajiban
perpajakan untuk tujuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Proses pemeriksan pajak merupakan hal yang tidak diinginkan oleh wajib
pajak, karena hal tersebut dapat menambah aktivitas yang dapat menghambat
kelancaran operasional usahanya. Apabila wajib pajak telah menjalankan
kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas maka wajib pajak
tidak perlu merasa khawatir terhadap pemeriksaan pajak karena pemeriksaan
tersebut dilakukan bedasarkan alasan yang meyakinkan. Tax review merupakan
proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap semua kewajiban perpajakan yang
terdapat dalam suatu perusahaan, guna untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebelum wajib pajak membuat Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh,
wajib pajak harus terlebih dahulu menyelesaikan review mengenai pemenuhan
kewajiban mereka dalam satu tahun pajak untuk membatasi kesalahan yang
mungkin timbul selama pemeriksaan pajak. Pelaksanaan tax review bertujuan
untuk melihat apakah ada kesalahan dalam penerapan kewajiban dan prosedur
perpajakan sehingga kemudian dapat dilakukan peningkatan dan perubahan
pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Tax review merupakan
suatu upaya yang dapat mengurangi kewajiban kontinjensi (kewajiban yang
akan timbul di masa mendatang) karena dalam melakukan tax review, seorang

wajib pajak harus dapat membuat komitmen yang bermanfaat kepada



masyarakat untuk menghindari sanki dan pajak yang timbul di masa
mendatang. Ketepatan tax review sangat bergantung pada informasi atau data
yang diberikan oleh klien (wajib pajak). Semakin lengkap data atau
informasinya, semakin tepat tingkat kepastian dalam menghitung kewajiban
pajak di masa mendatang. Aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan
meliputi Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh pasal 21, PPh pasal 23. Penelitian
ini hanya dibatasi pada PPh badan karena PPh badan menggambarkan seluruh
bagian pemungutan pajak dalam perusahaan dan sistem akuntansi dari
perusahaan.

PT Karya Rahayu Makmur adalah salah satu perusahaan yang bergerak
dalam bidang jasa konsultan pariwisata di Kabupaten Badung, yang dibuka
sejak tahun 2017. PT Karya Rahayu Makmur berbadan hukum berbentuk
perseroan terbatas yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan. Dari pertama
kali dibuka hingga saat ini, PT Karya Rahayu Makmur telah memenuhi
kewajiban perpajakan namun PT Karya Rahayu Makmur belum pernah
melaksanakan tax review maka untuk memastikan bahwa kewajiban
perpajakannya dilaksanakan dengan benar dan menghindari sanksi yang
mungkin muncul di masa akan datang, penelitian ini akan mengevaluasi
kewajiban perpajakan PT Karya Rahayu Makmur dengan penerapan tax review.

Tax review membuktikan apakah PT Karya Rahayu Makmur adalah wajib
pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan
melaksanakan hak perpajakannya. Aspek permasalahan yang akan diteliti

adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan evaluasi kesesuaian



perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Badan
tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tax review
atas PPh badan pada PT Karya Rahayu Makmur menurut perhitugan pajak

undang-undang perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu bagaimanakah penerapan tax review
atas PPh badan pada PT Karya Rahayu Makmur terkait perhitungan,

penyetoran, dan pelaporan pajak undang-undang perpajakan?

1.3 Batasan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah yang dikaji peneliti membatasi ruang
lingkup penelitian hanya pada PPh badan yang meliputi PPh Pasal 21, PPh pasal
23, dan PPh pasal 4 ayat 2, karena PPh badan yang menggambarkan seluruh

aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan
kewajiban perpajakan pada PT Karya Rahayu Makmur dan mengevaluasi
kesesuaian dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Badan pada
tahun 2023.

2. Manfaat Penelitian



b)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk berbagai
pihak, diantaranya yaitu:
Mahasiswa atau akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penilaian dan penulisan
selanjutnya terutama dalam bidang tax review atas PPh badan dalam suatu
perusahaan.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan bagi
mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya tentang tax review pajak
penghasilan badan.
Bagi Perusahaan

Laporan ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memberi
informasi tentang Pajak Penghasilan perusahaan dan dapat dijadikan
sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenanan dengan
permasalahan dalam kewajiban perpajakan yang dapat membantu

meningkatkan kinerja perusahaan PT Karya Rahayu Makmur.



BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Kepatuhan pajak merupakan dasar dalam terpenuhi atau tidaknya
kewajiban perpajakan suatu perusahaan. Mengacu terhadap hasil penelitian
dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan review pemenuhan kewajiban
perpajakan PT KRM vyaitu:

Review pajak penghasilan menunjukan kesesuaian antara perhitungan
jumlah objek pajak yang dilaporkan perusahaan dengan jumlah objek pajak
berdasarkan review atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 yang
sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan untuk penyetoran dan
pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan PT KRM masih terdapat
keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2.

Hasil review pajak penghasilan menunjukan PT KRM belum sepenuhnya
patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pada aspek
kepatuhan formal. Ketidakpatuhan ini mengacu pada kriteria yang tercantum
dalam PMK No. 39/PMK.03/2018, dan menunjukan PT KRM hanya
memenuhi kepatuhan material atas kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan
disebabkan perusahaan menemukan kendala skala prioritas ketika jatuh

tempo.
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5.2 Saran
Mengacu pada hasil penelitian yang dipaparkan adapun saran yang dapat

diberikan yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Penerapan tax review PT KRM diharapkan dilakukan secara teratur
atau berkala agar pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat
terlaksana sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga terhindar dari
pemicu adanya pemeriksaan oleh otoritas pajak, potensi pajak terutang
besarta kewajiban kontinjengsi yang kemungkinan timbul. Serta
membuat tax calender sesuai dengan tanggal jatuh tempo terhadap
penyetoran dan pelaporan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WP dan pertimbangan

bagi manajemen PT KRM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan
meneliti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang juga meliputi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak daerah serta memanfaatkan

peraturan-peraturan perpajakan berlaku.
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